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Abstract

United Nations Convention on the Law of the Sea in 1982, determining that the sea boundary line may be
determined only through negotiations through agreement. Territorial issue is a problem that must be seen as
something of sensitive and potentially lead to conflict, since there is no country willing to lose just an inch of
her territory, including the problem of the territory of a state border. Hence, the main problem is simply based
on how the sovereignty of a country can be more assured. Therefore required a coordinated effort with an
acceptable mechanism for all countries, hence it will not cause future problems that could trigger the border
conflict and take a long time to complete.

Abstrak

Konvensi hukum laut tahun 1982, menentukan bahwa garis batas laut hanya mungkin ditentukan melalui
perundingan dengan kesepakatan. Masalah kedaulatan wilayah merupakan masalah yang harus dipandang
sebagai sesuatu hal yang sensitive dan berpotensi besar menimbulkan konflik, karena tidak akan ada negara
yang rela begitu saja untuk kehilangan sejengkalpun wilayahnya, termasuk masalah perbatasan wilayah
suatu negara. Jadi permasalahan utama sebenarnya hanya bertumpu pada bagaimanakah kedaulatan suatu
negara dapat lebih terjamin. Oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya terkoordinasi dengan mekanisme yang
dapat diterima semua negara, agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan perbatasan yang dapat
memicu konflik dan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya.
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cirikan  Nusantara, dan geostrategis
pada posisi silang 2 benua dan 2 sa-
mudra yang berada dalarn lingkungan

Indonesia sebagai negara kepu-
lauan memiliki lebih kurang 17.480
pulau, dengan 80% wilayah laut

dengan garis pantai sepanjang sekitar
95.181 km dan 20% wilayah darat
dengan luas daratan sekitar 1.900.000
km?2, sehingga memiliki wilayah per-
batasan dengan banyak negara, baik
perbatasan darat maupun laut. Oleh
karena . itu dapat dikatakan, bahwa
sebenarnya negara Republik Indonesia
memiliki ancaman terbesar berada di
wilayah laut terhadap penegakan ke-
daulatan negara.

Kondisi ancaman ini menjadi
semakin tinggi karena wilayah laut me-
rupakan wilayah yang terbuka dengan
posisi geografis Indonesia yang ber-

lalu lintas perdagangan dunia (Indo-
nesia merupakan jamrud Kkatulistiwa),
sehingga perlu kemampuan untuk me-
lindunginya.

Ada 10 (sepuluh) negara yang
berbatasan dengan wilayah laut, yaitu

India, Malaysia, Singapura, Thailand,
Vietnam, Filipina, Republik  Palau,
Australia, Timor Leste dan Papua

Nugini (PNG).

Kedudukan Indonesia sebagai ne-
gara kepulauan, diakui melatui United
Nations Convention on the Law of the
Sea (UNCLOS), sehingga wilayah taut
Indonesia merupakan wilayah perairan
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keamanan, persatuan-kesatuan, dan
ckonomi, juga perlindungan ling-
kungan terhadap bahaya pencemaran
dan pelestariannya, serta kepentingan
pengelolaan dan pemanfaatan di
perairan Indonesia, sesuai dengan
perkembangan rezim hukum negara
kepulavan sebagaimana ketentuan pada
BAB IV UNCLOS dipandang perlu
perlu memantapkan kembali penga-
turan landasan hukum yang mengatur
wilayah, kedaulatan, yurisdiksi, hak
dan kewajiban serta kegiatan di
perairan Indonesia.

Mencermati daerah perbatasan
merupakan wilayah yang secara geo-
grafis berbatasan langsung dengan
teritorial negara tetangga, sehingga se-
cara hukum menuntut adanya delimi-
tasi batas darat dan laut.

Wilayah perbatasan laut merupa-
kan wilayah yang hampir dapat dika-
takan merupakan kawasan beranda
depan yang paling berpotensi menim-
bulkan berbagai pelanggaran hukum,
karena umumnya tidak adanya rambu-
rambu tapal batas ataupun garis batas
yang membatasi wilayah teritorial kita
dengan perairan bebas atan negara
tetangga dan lagi pula batas teritorial
laut bagi negara yang berbentuk
kepulauan, akan memiliki banyak
“pintu” di antara daratan pulau-pulau,
yang sesungguhnya merupakan Kkele-
mahan atau dapat terganggunya perta-
. hanan dan keamanan negara.

Untuk penegasan wilayah di laut
diwujudkan dengan cara menentukan
angka koordinat geografi yang di
gambar di atas peta laut, secbagai
kesepakatan bersama melalui perun-
dingan bilateral. Perbatasan laut, terdiri
dari:

a. Batas Laut Teritorial, meru-~
pakan batas kedaulatan suatu
negara baik di darat, laut,
maupun udara, dengan garis
batas di laut yang lebarnya
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tidak lebih dari 12 mil laut
dari garis pangkal.
Batas Zona Ekonomi Ekslusif
(ZEE), merupakan hak atas
pemanfaatan sumber daya
perikanan, dengan garis batas
di laut yvang lebarnya tidak
lebih dari 200 mil laut dari
garis pangkal.
Batas Landas Kontinen, ber-
hubungan dengan hak atas
pemanfaatan sumber daya
alam non-hayati di dasar laut.
Dengan demikian, pentingnya se-
buah peta dengan batas-batasnya akan
memberikan informasi tentang wilayah
sebuah Negara, karena dalam peta
tersebut dicantumkan nama-nama geo-
grafis pulau-pulau terluar yang berada
di sebelah dalam garis pangkal
kepulauan Indonesia, serta menggam-
barkan proyeksi batas wilayah menurut
hukum suatu negara. Pulau-pulau
terluar dalam konteks negara kepu-
lauan, merupakan semua pulau-pulau
yang berada pada lingkaran lvar (outer
rim) territorial negara kepulauan, yang
langsung berhadapan dengan batas
wilayah negara tetangga dan atau
berhadapan dengan laut bebas yang
telah ditetapkan oleh Peraturan Peme-
rintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang
Daftar Koordinat Geografis Titik-titik
Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2002 tersebut merupakan penjabaran
ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia :
“Peta dengan skala atau skala-
skala yang memadai yang meng-
gambarkan  wilayah  perairan
Indonesia atau dafiar titik-titik
koordinat geografis dari garis-
garis pangkal kepulauan Indo-
nesia, sebagaimana yang dimak-
sud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan peraturan peme-
rintah”
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Indonesia telah mencatatkan diri

sebagai negara yang memiliki kurang
lebih 17.480 pulau. Meskipun masih
memerlukan verifikasi lebih lanjut,
terhadap perkiraan jumlah pulau kecil
vang ada sekitar 13.000 pulau yang
sebagian besar berada di sepanjang
lingkar terluar, di antaranya 1.000 buah
pulau yang berpenghuni dan kurang
dari 6.000 pulau yang telah bernama.
Upaya menstandardisasi nama pulau di
Indonesia sesuai dengan aturan PBRB,
Pemerintah telah melaporkan sekitar
3.047 pulau terluar Indonesia kepada
UN Working Group of Expert on
Geographical Names, badan milik
PBB yang khusus mencatat nama-mana
pulau sebuah negara. Dalam Tahun
2006 telah menamai 1.466 pulau kecil
terluar dari 8.168 pulau yang belum
bernama berdasar Peraturan Presiden
Nomor 78 Tahun 2005 yang menya-
takan, terdapat 92 pulau yang ber-
batasan langsung dengan sejumlah
negara.
" Karakteristik Indonesia sebagai
negara kepulauan (archipelagic state)
vang realitas wilayahnya didominasi
perairan dengan batas maritim yang
sangat luas, maka kemampuan menjaga
keamanan wilayah laut yang menjadi
kewenangan Indonesia sebagaimana
disyaratkan oleh UNCLOS perlu men-
dapatkan perhatian yang lebih serius
terutama yang terkait dengan kemam-
puan mendeteksi perbuatan pidana di
wilayah laut, seperti pencurian ikan,
pembajakan laut, polusi di laut dan
sebagainya.

Dinamika keamanan dan kondisi
kerawanan perbatasan pada dasarnya
tidak terlepas dari kualitas pengawasan
yang tergolong lemah, karena itu per-
masalahan paling prinsipil menyangkut
penegakan kedaulatan negara, dan
penyelesaian penentuan batas wilayah
yang belum tuntas baik dengan negara
tetangga dapat menjadi prioritas per-
hatian, terutama di laut, seperti ter-
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cermin dalam kasus tentang sengketa
wilayah eksplorasi sumber daya alam
di kawasan Perairan Natuna, Perairan
Sulawesi (Ambalat) dan di kawasan
perairan sekitar Pulaa Timor.

Penggunaan kekerasan (threat on
the use of force) dengan mengirimkan
kapal patroli (kapal perang) dalam
wilayah yang dikuasai Indonesia (da-
fam status quo) oleh Malaysia di wi-
layah laut Ambalat, tidak dapat di-
benarkan. Berdasar pada ketentuan
pasal 2 ayat 2, piagam ASEAN telah
ditentukan bahwa, “negara anggota
ASEAN tidak akan menggunakan keke-
rasan atau ancaman digunakannya
kekerasan untuk menyelesaikan seng-
keta ...”. Merujuk ketentuan Treaty of
Amity and Cooperation in Southeast
Asia 1976 (TAC) dan ketentuan pasal
22 ayat 1 dan pasal 24 ayat 2, bahwa
pengakhiran agresi dan ancaman atau
penggunaan kekerasan atau tindakan
lain yang tidak konsisten dilakukan
dengan hukum internasional, penye-
lesaian sengketa harus menahan diri
dari ancaman digunakannya kekerasan
atau penggunaan kekerasan.

Indonesia dengasn telah diun-
dangkannya Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2008, semakin menampak-
kan bahwa NKRI adalah negara
kepulauan yang berciri nusantara mem-
punyai kedaulatan atas wilayahnya
vang meliputi wilayah daratan, perai-
ran pedalaman, perairan kepulavan dan
laut teritorial beserta dasar laut, dan
tanah di bawahnya, serta ruang udara
di atasnya, termasuk seluruh sumber
kekayaan yang terkandung di dalam-
nya, perlu diselenggarakan penga-
turannya untuk memberikan kepastian
hukum dan kejelasan kepada warga
negara mengenai wilayah negara.

Meskipun undang-undang ini
nampak hanya merupakan penegasan
pengaturan lama, namun memberikan
ancaman bagi setiap orang dan kor-
porasi yang menghilangkan, merusak,
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